PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

a.

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45
Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu menyesuaikan nomenklatur jabatan
dan kelas jabatan pelaksana;

bahwa penyesuaian nomenklatur jabatan dan kelas
jabatan pada jabatan pelaksana di lingkungan Badan Riset
dan Inovasi Nasional telah mendapatkan persetujuan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi;

bahwa Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan
di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan
Riset dan Inovasi Nasional sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
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Menetapkan
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1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah  (Berita  Negara  Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1636);

3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

4. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4
Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di
Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 147)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022
tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan
Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 230);

S. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1047);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi
Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas
Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 147)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan
Riset dan Inovasi Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Riset dan
Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 230), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:
a. nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan bagi Pegawai
yang menduduki jabatan pelaksana masih tetap
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menggunakan nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan
berlaku saat ini sampai dengan pengangkatan sesuai
dengan nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan yang
baru berdasarkan Peraturan Badan ini; dan

b. Pegawai yang belum memenuhi syarat jabatan sesuai
dengan nomenklatur jabatan dan Kelas Jabatan yang
baru, wajib memenuhi syarat jabatan paling lama 5
(lima) tahun.

2. Ketentuan dalam Lampiran III dan Lampiran IV diubah
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2024

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2024
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LAMPIRAN III

PERATURAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN
DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMENKLATUR JABATAN DAN KELAS JABATAN DALAM JABATAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

=z
O

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA

KELAS
JABATAN

Penelaah Teknis Kebijakan

Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan

Dokumentalis Hukum

Pengelola Layanan Operasional

Pengelola Layanan Kesehatan

Operator Laboratorium

Pengadministrasi Perkantoran

Pemelihara Tumbuhan

Operator Layanan Operasional

o|©|® N[O | AN =

Petugas Operasi dan Pemeliharaan
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KEPALA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
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LAKSANA TRI HANDOKO




LAMPIRAN IV

PERATURAN

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG JABATAN
DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

KONVERSI NOMENKLATUR JABATAN DAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
1 | Analis Data dan Informasi 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
2 | Analis Humas 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
3 | Penyusun Bahan Informasi 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
dan Publikasi
4 | Analis Administrasi Perizinan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Penelitian
5 | Analis Aset Negara 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
6 | Analis Badan Layanan Umum 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
7 | Analis Bangunan dan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Perumahan
8 | Analis Barang Milik Negara 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
9 | Analis Data Akademik 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
10 | Analis Diklat 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
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NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS

NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN

11 | Analis Fasilitasi Hak Kekayaan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Intelektual

12 | Analis Hasil Penelitian 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

13 | Analis Kekayaan Intelektual 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

14 | Analis Kemahasiswaan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

15 | Analis Kemitraan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

16 | Analis Kerja Sama 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

17 | Analis Kerja Sama Diklat 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

18 | Analis Keselamatan dan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Lingkungan

19 | Analis Keuangan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

20 | Analis Kinerja 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

21 | Analis Laporan Akuntabilitas 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Kinerja

22 | Analis Laporan Keuangan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

23 | Analis Manajemen 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Perkantoran

24 | Analis Monitoring, Evaluasi, 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
dan Pelaporan

25 | Analis Organisasi 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

26 | Analis Pemanfaatan Teknologi 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

27 | Analis Pengawasan Intern 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Pemerintah

28 | Analis Pengembangan Sarana 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
dan Prasarana

29 | Analis Pengembangan Sumber 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Daya Manusia Aparatur

30 | Analis Penjamin Mutu 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

31 | Analis Perbendaharaan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7

32 | Analis Perencanaan Anggaran 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7




-8 -

NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
33 | Analis Protokol 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
34 | Analis Publikasi [lmiah 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
35 | Analis Rencana Program dan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Kegiatan
36 | Analis Sistem Informasi 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
37 | Analis Tata Laksana 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
38 | Analis Tata Pameran 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
39 | Analis Tata Usaha 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
40 | Komandan Pengamanan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Instalasi Nuklir
41 | Penelaah Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Pengadaan Barang dan Jasa
42 | Penelaah Laporan Hasil 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Pemeriksaan dan Kerugian
Negara
43 | Penyusun Bahan Kebijakan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
44 | Penyusun Laporan Hasil 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Diklat
45 | Penyusun Laporan Keuangan 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
46 | Penyusun Program Anggaran 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
dan Pelaporan
47 | Penyusun Rencana 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Kebutuhan Rumah Tangga
dan Perlengkapan
48 | Penyusun Rencana Konservasi 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
Kawasan
49 | Pengadministrasi Akademik 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA 5
50 | Pengadministrasi Barang Milik 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA S

Negara
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NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
51 | Pengadministrasi S Pengadministrasi Perkantoran | SLTA S
Kemahasiswaan dan Alumni
52 | Pengadministrasi Kepegawaian 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA )
53 | Pengadministrasi Keuangan S Pengadministrasi Perkantoran | SLTA S
54 | Pengadministrasi Koleksi S Pengadministrasi Perkantoran | SLTA S
Tumbuhan
55 | Pengadministrasi Perjalanan 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA )
Dinas Luar Negeri
56 | Pengadministrasi S Pengadministrasi Perkantoran | SLTA S
Perpustakaan
57 | Pengadministrasi Program dan 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA 5
Kerja Sama
58 | Pengadministrasi Sarana dan S Pengadministrasi Perkantoran | SLTA S
Prasarana
59 | Pengadministrasi Teknis 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA 5
Pemeriksaan dan Perawatan
Kendaraan Bermotor
60 | Pengadministrasi Umum 5 Pengadministrasi Perkantoran | SLTA 5
61 | Analis Peraturan Perundang- 7 Penata Kelola Hukum dan S-1 (Strata-Satu)/D-IV (Diploma- 7
Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan Empat) bidang Hukum /Kebijakan
Peraturan Perundang- Publik/Sosial dan Politik/Administrasi
Undangan atau bidang lain yang relevan dengan
tugas jabatan
062 |- - Dokumentalis Hukum D-III (Diploma-Tiga) bidang Hukum/ 6
Manajemen Perkantoran/Administrasi
Perkantoran/Tata Perkantoran atau
bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan
63 | Pemelihara Kebun S Operator Layanan Operasional | SLTA S
64 | Pranata Taman 5 Pemelihara Tumbuhan SLTA )
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NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
65 | Pengelola Data 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
66 | Pengelola Data Pameran dan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Kemitraan relevan dengan tugas jabatan
67 | Pengelola Data Pelaksanaan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Program dan Anggaran relevan dengan tugas jabatan
68 | Pengolah Data Kebijakan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Barang Milik Negara relevan dengan tugas jabatan
69 | Pengolah Data Laporan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Keuangan relevan dengan tugas jabatan
70 | Pengolah Data Pengelolaan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Rekening Pemerintah relevan dengan tugas jabatan
71 | Pengolah Data Perencanaan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Penganggaran relevan dengan tugas jabatan
72 | Pengelola Pelayanan 6 Pengelola Layanan Kesehatan D-III (Diploma-Tiga) bidang 6
Kesehatan Kesehatan
73 | Pengelola Bahan Perencanaan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
74 | Pengelola Bahan Pustaka 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
75 | Pengelola Bangunan Gedung 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
76 | Pengelola Barang Milik Negara 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
77 | Pengelola Dokumen Perizinan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
78 | Pengelola Dokumen 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Perjalanan Luar Negeri relevan dengan tugas jabatan
79 | Pengelola Dokumentasi 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6

relevan dengan tugas jabatan
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NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
80 | Pengelola Informasi Kerja 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Sama relevan dengan tugas jabatan
81 | Pengelola Instalasi Air dan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Listrik relevan dengan tugas jabatan
82 | Pengelola Kegiatan dan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Anggaran relevan dengan tugas jabatan
83 | Pengelola Kepegawaian 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
84 | Pengelola Keuangan S Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
85 | Pengelola Pameran dan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Peragaan relevan dengan tugas jabatan
86 | Pengelola Peraturan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Perundang-undangan relevan dengan tugas jabatan
87 | Pengelola Perjalanan Dinas 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
88 | Pengelola Sarana dan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Prasarana Kantor relevan dengan tugas jabatan
89 | Pengelola Sarana Prasarana 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Rumah Tangga Dinas relevan dengan tugas jabatan
90 | Pengelola Sistem dan Jaringan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
91 | Pengelola Situs atau Web 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
92 | Pengelola Teknologi Informasi 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
93 | Pengolah Daftar Gaji 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
94 | Petugas Protokol 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6

relevan dengan tugas jabatan
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NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
95 | Pranata Barang dan Jasa 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
96 | Pranata Fotografi 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
97 | Pranata Kearsipan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
98 | Pranata Pasukan Pengamanan S Operator Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang S
Dalam relevan dengan tugas jabatan
99 | Pranata Promosi 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
100 | Sekretaris 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
101 | Teknisi Herbarium 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
102 | Teknisi Pemetaan dan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
Penggambaran relevan dengan tugas jabatan
103 | Verifikator Keuangan 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan
104 | Komandan Petugas Keamanan S Operator Layanan Operasional | SLTA S
105 | Pranata Jamuan S Operator Layanan Operasional | SLTA S
106 | Bendahara 7 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu) 7
107 | Pengemudi 3 Operator Layanan Operasional | SLTA S
108 | Petugas Keamanan 3 Operator Layanan Operasional | SLTA S
109 | Pramu Bakti 3 Operator Layanan Operasional | SLTA S
110 | Pramu Kebersihan 3 Operator Layanan Operasional | SLTA S
111 | Pramu Taman 3 Operator Layanan Operasional | SLTA 5
112 | Teknisi Listrik dan Jaringan S Petugas Operasi dan SLTA IPA atau bidang lain yang S
Pemeliharaan sederajat
113 | Teknisi Laboratorium 5 Operator Layanan Operasional | SLTA )
114 | Pemelihara Kendaraan 5 Operator Layanan Operasional | SLTA 5




- 13 -

NOMENKLATUR JABATAN KELAS NOMENKLATUR JABATAN KELAS
NO (LAMA) JABATAN (BARU) SYARAT JABATAN JABATAN
115 | Pemelihara Sarana dan S Operator Layanan Operasional | SLTA S
Prasarana
116 | Teknisi Pemeliharaan Sarana 6 Pengelola Layanan Operasional | D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
dan Prasarana relevan dengan tugas jabatan
117 - - Operator Laboratorium D-III (Diploma-Tiga) bidang yang 6
relevan dengan tugas jabatan

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
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